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PENGARUH KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH 
TERHADAP OPINI AUDIT BPK ATAS LKPD  
KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sesuai dengan tuntutan dari masyarakat dan amanat Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah diharuskan untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance), 
khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dalam rangka mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik itu, pemerintah terus melakukan usaha-usaha 
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
yang mencakup peraturan perundang-undangan, kelembagaan sistem, dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (Suhardjanto, 2011). 
Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) 
maka hubungan antara pemerintah daerah (sebagai agen) dan masyarakat (sebagai 
principal) harus mempunyai kerjasama yang baik. Hal ini harus dilaksanakan agar 
tidak terjadi informasi asimetri antara penyelenggara pemerintah dan masyarakat, 
karena menurut pendapat Zimmerman (1977) masalah keagenan terjadi pada 
semua organisasi. 
Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan 
pemberian informasi kepada publik dalam rangka upaya mengurangi masalah 
keagenan. Sedangkan good governance menurut World Bank didefinisikan 
sebagai suatu penyelenggaraan manajeman pembangunan yang solid dan 
bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 
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penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis 
maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka 
hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009). 
Menurut Mardiasmo (2009), terdapat tiga aspek utama yang mendukung 
terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan, 
pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan 
oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) 
adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem 
dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai. Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 
pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk 
memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang 
ditetapkan. Salah satu audit yang diperlukan dan sangat diharapkan oleh 
masyarakat selaku principal adalah pemeriksaan (audit) laporan keuangan 
pemerintah daerah. Laporan keuangan perlu diaudit terlebih dahulu serta harus 
dilampiri dengan pengungkapan karena laporan keuangan merupakan salah satu 
bentuk perwujudan tanggung jawab kepada pihak eksternal (Fitria, (2006) dalam 
Suhardjanto(2011). 
Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing 
kementerian/lembaga/pemda harus diungkapkan secara memadai untuk 
memudahkan masyarakat dan stakeholders lainnya memahami laporan keuangan 
sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud. Peraturan 
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mengenai pengungkapan laporan keuangan mulai diatur secara rinci pada tahun 
2005 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24/2005) yang diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang hal yang sama. 
Berdasarkan PP 71/2010, pengungkapan laporan keuangan yang disusun 
pemerintah di Indonesia menggunakan prinsip pengungkapan lengkap, dimana 
laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan 
oleh pengguna laporan keuangan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 
laporan keuangan tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) 
laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah 
daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Taufik (2010), inspektorat daerah 
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 
daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya 
inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit 
yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang 
diawasi, dan fungsi dari auditor internal yaitu melakukan fungsi pemeriksaan 
internal atua kedalam yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen 
dalam suatu organisasi untuk menguji serta mengevaluasi kegiatan organisasi 
yang dilakukan (Boynton et al., 2002).. Audit internal merupakan fungsi 
independen yang berbeda dalam suatu fungsi organisasi yang berfungsi 
memeriksa, menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi tersebut. Dengan 
demikian auditor internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting 
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dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di 
daerah. 
Auditor independen dibutuhkan untuk menilai kualitas laporan keuangan 
yang disajikan oleh pemerintah daerah dengan pengawasan dari auditor internal. 
Auditor independen yang menilai kualitas LKPD didalam sistem pemerintahan di 
Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa 
Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas 
untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan UU Nomor 15 tahun 2006 pasal 2 tentang BPK menjelaskan bahwa 
BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 
yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara 
lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, 
Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola 
keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan undang-
undang tentang pemeriksaan pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara. 
Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan 
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apabila  pemeriksaan dilaksanakan oleh 
akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan 
tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. BPK akan 
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melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa 
sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 
 
B. Rumusan Masalah 
Penelitian tentang inspektorat daerah dan opini audit BPK dapat disimpulkan 
memperoleh hasil yang berbeda beda. Penelitian tentang kompetensi, 
independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam 
pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh Taufiq (2010). Ashari (2011) 
meneliti tentang pengaruh keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas 
auditor pada inspektorat propinsi. Aikins (2011) meneliti tentang peran internal 
audit pemerintah dalam meningkatkan kinerja keuangan. Arifin dan Fitriasari 
(2014) mengungkapkan hubungan antara laporan keuangan kementerian/lembaga, 
karakteristik organisasi dan hasil audit BPK. Siregar (2012) meneliti tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan opini auditor atas LKPD DIY. 
Gabrini (2013) mengungkapkan, pengaruh audit internal pemerintah terhadap 
temuan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh audit eksternal yang 
independen. Lamatenggo (2011), faktor-faktor kompetensi aparatur inspektorat 
dan pengaruhnya terhadap kinerja inspektorat Kabupaten Gorontalo.  
Penelitian Taufiq (2010) menemukan bahwa kompetensi dan motivasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel 
independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. 
Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama 
kompetensi, independensi, dan motivasi memberikan sumbangan terhadap 
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variabel dependen (kualitas audit) sebesar 72,2%, sedangkan sisanya 27,8% 
dipengaruhi oleh fakor lain di luar model. Implikasi temuan penelitian ini bagi 
upaya terwujudnya audit yang berkualitas adalah perlunya pemberian motivasi 
kepada auditor tentang urgensi audit yang berkualitas di samping upaya 
peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Penelitian ini sejalan dengan yang di 
lakukan oleh Lamatenggo (2011).  
Aikins (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kecukupan 
pengendalian internal dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Aikins (2011) mengungkapkan 
bahwa internal auditor pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan 
terhadap kinerja keuangan melalui peningkatan pengendalian internal atas proses 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Arifin 
dan Fitriasari (2014)  menyatakan bahwa ukuran organisasi berpengaruh terhadap 
tingkat pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar ukuran organisasi suatu 
kementerian/lembaga maka semakin besar atau tinggi tingkat pengungkapan yang 
dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena 
kementerian/lembaga dengan total aset yang lebih besar dapat menggunakan 
sumber daya tersebut untuk merekrut pegawai-pegawai yang memiliki keahlian 
dalam bidang akuntansi sehingga pengungkapan laporan keuangan yang mereka 
susun juga memiliki nilai lebih besar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak menunjukkan hasil yang 
konsisten, oleh karena itu yang menjadi motivasi dalam penelitian ini adalah 
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melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh karakteristik inspektorat 
daerah terhadap opini audit BPK atas LKPD. 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memasukkan 
karakteristik inspektorat daerah sebagai variabel independen dan opini audit BPK 
atas LKPD sebagai variabel dependen. Penelitian sebelumnya belum ada yang 
memasukkan karakteristik inspektorat daerah dan menggunakan data jumlah dan 
level APIP terbaru dan data opini BPK. Penelitian ini diharapkan mampu 
menjelaskan pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam perumusan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah ukuran (size) internal auditor berpengaruh positif terhadap opini 
audit BPK atas LKPD kabupaten/kota? 
2. Apakah jenjang internal auditor  berpengaruh positif terhadap opini audit 
BPK atas LKPD kabupaten/kota? 
3. Apakah kapasitas inspektorat daerah berpengaruh positif terhadap opini 
audit BPK atas LKPD kabupaten/kota? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini, berdasrkan rumusan maslah 
adalah: 
1. Untuk memberikan bukti empiris apakah ukuran (size) internal auditor 
berpengaruh positif terhadap opini audit BPK atas LKPD kabupaten/kota. 
2. Untuk memberikan bukti empiris apakah jenjang internal auditor 
berpengaruh positif terhadap opini audit BPK atas LKPD kabupaten/kota. 
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3. Untuk memberikan bukti empiris apakah kapasitas inspektorat daerah 
berpengaruh positif terhadap opini audit BPK atas LKPD kabupaten/kota. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 
yang membutuhkan, yaitu: 
1. Bagi Regulator. 
Manfaat  penelitian yang diinginkan penulis antara lain agar dapat memberikan 
masukan kepada para regulator untuk mengambil langkah kebijaksanaan yang 
diperlukan dalam rangka pemerikasaan audit LKPD supaya hasilnya lebih 
berkualitas.  
2. Bagi Ilmu Pengetahuan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi pada 
penelitian dibidang audit pemerintah. Memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan literatur Akuntansi Sektor Publik terutama mengenai pengaruh 
karakteristik inspektorat daerah terhadap opini audit BPK atas LKPD serta 
dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai tugas, wewenang BPK 
serta tugas dan level Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP). 
3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan 
peningkatan kualitas APIP sehingga dapat memperbaiki kualitas LKPD yang 
akan meningkatkan opini audit BPK sehingga tercipta tata kelola pemerintahan 
yang baik. 
 
9 
 
4. Bagi Akademisi 
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan guna 
penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan 
masalah pengaruh karakteristik APIP  terhadap opini audit BPK atas LKPD. 
 
E. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis 
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Teori utama yang mendasari penelitian mengenai pengaruh karakteristik 
inspektorat daerah terhadap opini audit BPK atas LKPD dijelaskan melalui 
perspektif teori agensi. Dalam agency theory terdapat dua pihak yang melakukan 
kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang 
disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agen 
(Halim dan Abdullah 2006). Agency problem muncul ketika principal 
mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Zimmerman 
1977). Adanya pemisahan kepemilikan oleh principal  dengan pengendalian oleh 
agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara 
principal dan agen (Jensen dan Mecling 1976). Di satu sisi, agen secara  moral   
bertanggung jawab mengoptimalkan  keuntungan principal, namun di sisi lain 
manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri, 
sehingga cenderung menimbulkan masalah agensi.  
Menurut Lane (2000) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi 
publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada 
serangkaian hubungan prinsipal-agen. Mardiasmo (2009) menjelaskan tentang 
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akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa, pengertian akuntabilitas sebagai 
kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggung 
jawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan yang   menjadi   tanggung   jawabnya kepada pihak pemberi amanah 
(masyarakat) yang memiliki   hak   untuk   meminta pertanggungjawaban tersebut. 
Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah 
terdapat  hubungan keagenan  (teori  keagenan) antara masyarakat sebagai 
principal  dan pemerintah daerah sebagai agen. 
Hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif 
adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002a; Fozzard, 2001; Moe, 
1984). Masyarakat yang diwakili oleh DPRD memberikan kewenangan kepada 
pemerintah daerah untuk mengelola APBD. DPRD sebagai prinsipal seharusnya 
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang 
diperoleh dari agen. Jika ternyata informasi tentang ukuran keberhasilan yang 
diperoleh oleh prinsipal tidak seluruhnya disajikan oleh agen maka akan 
mengakibatkan informasi yang tidak seimbang (asimetri).  
Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi 
masyarakat (prinsipal) akan  bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan 
mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya 
untuk  bertindak  dengan  sebaik-baiknya bagi  kepentingan masyarakat. Agency 
theory beranggapan bahwa banyak terjadi information asymmetry antara pihak 
agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung   terhadap  informasi   dengan   
pihak prinsipal (masyarakat). Adanya information asymmetry inilah yang 
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memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai 
konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas 
kinerjanya sebagai mekanisme checks and   balances  agar   dapat   mengurangi  
information   asymmetry (Setiawan 2012).  
2. Karakteristik Inspektorat Daerah     
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang 
dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di 
lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal 
Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, 
Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara 
dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan 
intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota 
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Inspektorat Provinsi adalah aparat 
pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 
gubernur.  Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawas fungsional yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota. Inspektorat 
provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada gubernur dan 
secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah provinsi. 
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Inspektorat kabupaten/kota berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari 
sekretaris daerah kabupaten/kota. Inspektorat provinsi mempunyai tugas 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 
provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. 
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin 
agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, 
dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, pengawasan 
juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif 
dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-praktik 
KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat 
dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan masyarakat, dan pengawasan 
fungsional (Taufiq, 2010). 
Karakteristik inspektorat daerah dapat diukur dengan menggunakan  ukuran 
(size) inspektorat daerah, jenjang inspektorat daerah dan kapasitas berdasarkan 
model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-
CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental 
yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM 
menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam 
mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan 
tata kelola organisasi dan harapan profesional. 
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3. Opini Audit 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional 
pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar 
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem 
pengendalian intern. Ada  lima jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu: 
1) Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 
Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit 
yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan 
informasi yang bebas dari salah saji material.  
2) WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini 
WTP-DPP diberikan karena dalam keadaan tertentu auditor harus 
menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun 
tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.  
3) Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 
Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini 
audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan 
keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item 
tertentu yang menjadi pengecualian.  
4) Tidak wajar (adversed opinion) 
Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan 
keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan 
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keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan 
keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan 
keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa 
menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 
5) Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) 
Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap 
bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan 
pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan 
jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau 
tidak.  
BPK melakukan audit terhadap LKPD dengan harapan meningkatkan kualitas 
informasi yang disajikan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik 
pemerintah daerah mengharapkan opini yang optimal dalam audit yang dilakukan 
oleh BPK, yaitu wajar tanpa pengecualian. 
4. Pengembangan Hipotesis 
a. Pengaruh ukuran (size) internal auditor terhadap opini audit BPK atas LKPD 
Opini wajar tanpa pengecualian yang dikeluarkan oleh BPK terhadap LKPD 
merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemda tersebut. Opini ini berarti LKPD 
disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak ada indikasi 
adanya korupsi atau kecurangan dalam pengelolan keuangan Pemda tersebut. Hal 
ini berarti audit internal pemerintah melakukan tugasnya dengan baik. Semakin 
banyak jumlah auditor internal Pemda semakin baik pula hasil opini audit BPK. 
Sumarjo (2010)  menemukan bahwa ukuran pemda berpengaruh positif terhadap 
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kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang baik akan mampu meningkatkan 
kualitas LKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Aikins (2011), menunjukkan 
bahwa auditor internal pemerintah daerah memainkan peran penting dalam 
manajemen keuangan publik dan operasi pemerintah 
Endaya dan Hanefah (2013) berpendapat bahwa karakteristik audit internal 
(size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas audit internal.  
Logika yang mendasari penelitian ini adalah dengan adanya internal auditor yang 
dimiliki setiap inspektorat daerah berpengaruh terhadap hasil audit Pemerintah 
daerah yang memiliki internal auditor akan memiliki kinerja yang baik sehingga 
menghasilkan opini audit BPK yang baik. Maka hipotesis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Hipotesis 1 : Ukuran (size) internal auditor  berpengaruh positif terhadap 
opini audit BPK atas LKPD 
b. Pengaruh jenjang internal auditor terhadap opini audit BPK atas LKPD 
Jenjang auditor merupakan tingkatan keahlian dari auditor yang dimulai dari 
tingkat auditor terampil yaitu auditor pelaksana sampai dengan auditor ahli yaitu 
auditor utama. Supaya sampai ke jenjang puncak maka seorang auditor harus 
mempunyai pendidikan yang sesuai dengan pendidikan auditor, pengetahuan dan 
diperlukan pengalaman yang cukup sebagai auditor. Semakin tinggi jenjang 
auditor diharapkan semakin baik pula kinerjanya. Semakin tinggi jenjang auditor 
berarti semakin banyak pula pengalaman kerjanya. Semakin bertambah pula 
kecerdasan intelektual, emosional dan spiritualnya 
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Sukmawati (2014) dalam penelitiannya tentang etika profesi, kecerdasan 
intektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap opini auditor 
membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel dependen (opini auditor). Penelitian yang dilakukan 
oleh Bamber, Jiang, dan Wang (2010) menjelaskan bahwa jenjang pendidikan 
yang tinggi khususnya dengan gelar M.B.A para manajer berpengaruh positif 
terhadap kinerja perusahaan. Hal itu dikarenakan pengetahuan lebih yang dimiliki 
oleh manajer dapat mempengaruhi keputusan yang diambilnya. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut, tingkat atau strata seseorang dapat mempengaruhi kinerja 
orang tersebut.  
Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dijelaskan maka disusun 
hipotesis: 
Hipotesis 2 : jenjang internal auditor akan berpengaruh positif terhadap 
opini audit BPK atas LKPD 
c. Kapabilitas inspektorat daerah terhadap opini audit BPK atas LKPD 
Sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER – 1633 /K/JF/2011, Model 
Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) 
merupakan suatu kerangka kerja untuk mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan 
dalam pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Pihak yang menjadi tim 
penilai adalah BPKP yang melakukan pengawasan berdasarkan  Institute of 
Internal Auditors (IIA) 
Hasil penelitian Aikins (2011) dari survey penelitian yang dilakukan 
adalah kecukupan pengendalian internal memiliki rata-rata pada skala 3-5 yang 
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berarti pengendalian internal menunjukkan tingkat kecukupan yang cukup 
memadai, memadai, dan sangat memadai. Sementara itu, hasil efektivitas 
pengendalian internal menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki rata-
rata pada skala 3-5 artinya pengendalian internal memiliki tingkat efektivitas yang 
cukup efektif, efektif, dan sangat efektif. Hasil penelitian tersebut dinilai cukup 
tinggi dan dapat mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan. 
Berdasarkan penelitian Aikins (2011), semakin tinggi capaian level penilaian 
maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan.  Logikanya dengan level tinggi 
yang dicapai inspektorat daerah akan menunjukkan kemampuan 
yang tinggi pula sehingga fungsi pengawasan menjadi efektif dan berpengaruh 
terhadap opini audit BPK juga akan semakin baik. Taufik (2010) kompetensi dan 
motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Kompetensi 
yang dimiliki oleh auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Karakteristik audit internal dan kinerja audit internal berpengaruh positif 
terhadap efektifitas audit internal ( Endaya dan Salim, 2013).  Efektivitas audit 
internal bisa ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas audit dan 
manajemen sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas LKPD (Martani 
dan Liestiani, 2012). 
Berdasarkan penelitian dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka 
dapat disusun hipotesis: 
Hipotesis 3 : kapabilitas inspektorat daerah berpengaruh positif terhadap opini 
audit BPK atas LKPD 
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F. Kerangka Pemikiran 
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menguji pengaruh karakteristik 
Inspektorat Daerah (size, jenjang dan kapabilitas) sebagai variabel independen 
terhadap Opini audit BPK atas LKPD sebagai variabel dependen.  Pengujian dan 
analisis pada masing-masing variabel independen ini diharapkan bisa membantu 
mengetahui seberapa besar konstribusi variabel tersebut terhadap hasil opini audit 
BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia. Berdasarkan pemikiran yang 
tertuang dalam hipotesis yang telah disusun, maka kerangka pemikiran tersebut 
disajikan dalam gambar 1 sebagai berikut: 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
 
  
Ukuran(size) inspektorat 
daerah (X1) 
   Jenjang inspektorat 
daerah (X2) 
Kapabilitas inspektorat 
daerah (X3) 
Variabel Kontrol 
1. Asset (X4) 
2. Tipe pemerintah 
Daerah (X5) 
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G. Metode Penelitian 
1. Populasi dan sampel penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/ 
kota di Indonesia, yang berjumlah 524 pemerintah daerah kabupaten/kota. Teknik 
pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Purposive sampling merupakan metode pengambilan sampel dengan 
memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan 
dalam penelitian (Sekaran 2011:136). 
Jumlah tersebut kemudian dipilih lagi dengan kriteria kota/kabupaten yang 
mempunyai auditor ahli dan terampil dan mempunyai APIP disetiap level. Data 
opini audit BPK dipilih dari data LKPD 2013 yang sudah diaudit BPK pada 
semester 1 tahun 2014.  
2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 
nilai (Sekaran 2011: 115). Variabel dalam penelitian ini menggunakan dua 
variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Masing-masing 
variabel akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Variabel Independen (Variabel Bebas). 
       Sekaran (2011: 117), menjelaskan bahwa variabel bebas (independent 
variable) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (dependent 
variable), entah secara positif atau negatif. Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah: (1) ukuran inspektorat daerah, (2) jenjang inspektorat daerah, (3) 
   Opini Audit 
BPK (Y) 
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kapabilitas inspektorat daerah. Definisi dan pengukuran masing-masing variabel 
independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Ukuran internal auditor 
Ukuran inspektorat daerah adalah merupakan jumlah seluruh APIP yang ada 
di kabubaten/kota seluruh Indonesia. Keputusan Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan Dan Pembangunan Nomor: Kep-971/K/Su/2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah menjelaskan bahwa auditor pemerintah terdiri 
dari auditor ahli dan auditor terampil. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang 
diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah. Auditor 
ahli terdiri dari utama yang berperan sebagai pengendali mutu; auditor ahli madya 
yang berperan sebagai pengendali teknis; auditor ahli muda berperan sebagai 
Ketua tim dan auditor ahli pertama bersama auditor terampil berperan sebagai 
anggota tim. Sedangkan auditor terampil terdiri dari penyelia, pelaksana lanjutan 
dan pelaksana. 
2. Jenjang inspektorat daerah 
Adapun jenjang jabatan dan pangkat untuk Jabatan Fungsional Auditor 
berdasarkan Permen PAN 220/2008 dimulai dari yang terendah adalah sebagai 
berikut; Auditor Terampil terdiri dari (a) Auditor Pelaksana, (b) Auditor 
Pelaksana Lanjutan dan (c) Auditor Penyelia. Kemudian dilanjut ke jenjang 
berikutnya yaitu Auditor Ahli, terdiri dari (a) Auditor Pertama, (b) Auditor Muda, 
(c) Auditor Madya  dan (d) Auditor Utama. 
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3. Kapabilitas inspektorat daerah 
Ada 5 level APIP dimana setiap level menggambarkan kapabilitas APIP pada 
tingkatan tersebut. Pada level 1 APIP belum dapat memberikan jaminan atas 
proses tata kelolasesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. Level 2 
APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu 
mendeteksi terjadinya korupsi. Level 3 APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, 
ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, 
manajemen risiko, dan pengendalian intern. Level 4 APIP mampu memberikan 
assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan 
pengendalian intern. Pada level 5 APIP menjadi agen perubahan. 
b. Variabel dependen (variabel terikat) 
Variabel dependen merupakan   variabel  yang  dipengaruhi   atau   yang  
menjadi  akibat  karena  adanya variabel independen  (Sugiyono;2014). Pada 
penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel dependen (Y) adalah Opini audit 
BPK.  
Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 
kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 
(empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar 
tanpa pengecualian (unqualified opinion) yang bernilai 1, (ii) opini wajar dengan 
pengecualian (qualified opinion) bernilai 2, (iii) opini tidak wajar (adversed 
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opinion) bernilai 3, dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of 
opinion) yang bernilai 4. 
c. Variabel Kontrol 
Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 
sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak 
dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono 2014). Adapun variabel 
kontrol dalam penelitian ini adalah:  
1. Aset 
Aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh 
pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memberikan 
manfaat ekonomi di masa mendatang.  Ukuran pemerintah daerah yang besar akan 
memberikan kemudahan dalam kegiatan operasional sehingga mempermudah 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kemudahan dibidang 
operasional juga akan memperlancar untuk memperoleh pendapatan asli daerah 
(PAD) dalam rangka memajukan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja 
(Kusumawardani 2012).  
Aset adalah elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa 
posisi keuangan jika dihubungkan dengan elemen neraca yang lain yaitu modal 
dan kewajiban. FASB No. 6, prg 25 mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi 
masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/ dikendalikan oleh 
suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.  
Penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset. Hal ini 
disebabkan karena besar total masing-masing aset pemerintah daerah berbeda dan 
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kadang selisihnya cukup besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrem. 
Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka dari total aset 
perlu di Ln. 
2.  Tipe pemerintah daerah 
Tipe pemerintah daerah ditinjau dari bentuk pemerintahan daerah kota dan 
kabupaten. Pemerintah daerah kota dan kabupaten sekilas memang terlihat sama 
tetapi sebenarnya memiliki beberapa perbedaan. Diantaranya adalah luas wilayah. 
Luas wilayah kota lebih kecil dibandingkan luas wilayah kabupaten. Tetapi 
jumlah penduduk kota lebih banyak dari pada jumlah penduduk kabupaten. Selain 
itu terdapat juga perbedaan dari aspek perekonomian.  
Dari aspek perekonomian, rata-rata Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
di kabupaten lebih rendah daripada PDRB kota. PDRB adalah total nilai barang 
dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu 
tahun), sehingga merupakan salah satu indikator perekonomian suatu daerah. Hal 
ini berimplikasi pada proporsi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat 
dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan (income) di 
kota juga lebih besar daripada kabupaten (Prud’homme  1995). 
3. Analisis Data 
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Statistik Diskriptif 
Statistik diskriptif merupakan cara menganalisis data dengan mendiskripsikan 
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 
bermaksud membuat kesimpulan atau mengenalisir tapi hanya menjelaskan 
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kelompok data itu saja (Sugiyono 2014). Dalam penelitian ini variabel yang 
digunakan adalah ukuran, jenjang, kapabilitas inspektorat pemerintah daerah, tipe, 
asset pemerintah daerah dan opini audit BPK. 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan supaya analisis regresi linear berganda 
memperoleh hasil yang lebih akurat dan tidak bias. Adapun uji asumsi klasik yang 
digunakan adalah normalitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal karena seperti yang sudah 
diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi 
normal ( Ghozali 2009). Uji normalitas yang digunakan dalam  penelitian ini 
adalah  uji statistik yaitu uji statistic non-parametrik Kolmogorov – Smirnov (KS). 
Data dikatakan berdistribusi normal jika value > 0,05, dan jika value < 0,05 maka 
data tersebut tidak berdistribusi normal. 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. 
koefisien regresi variabel X tidak dapat ditentukan dan nilai standar error menjadi 
tak terhingga (Ghozali 2009). Dalam mendeteksi adanya multikolinearitas dapat 
dilihat dari nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai 
cutoff yang umum menunjukkan adanya multikolinearitas adalah tolerance < 0,10 
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dan VIF > 10 atau dengan kata lain tidak terjadi multikolinearitas jika tolerance > 
0,10 dan VIF < 10.   
c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Menggunakan uji heteroskedastisitas maka peneliti diharapkan dapat 
mengetahui adanya penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada regresi 
linear, model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. 
Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini maka peneliti 
menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS. Apabila koefisien 
parameter beta > 0,05 maka tidak ada masalah heterokedastisitas. 
3. Uji Regresi Linear Berganda 
Uji regresi linier berganda merupakan analisis hubungan secara linear antara 
dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan variabel dependen (Y). 
Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 
positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 
nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 
digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 
Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual bias diukur dari 
Goodness of fit (Ghozali 2009). Model ini secara statistik dapat diukur dari 
koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik 
disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah 
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kritis (daerah di mana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai 
uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima.  
Kriteria yang digunakan dalam pengujian adalah probability value (sig), 
apabila probability value dalam hasil pengujian lebih kecil dari 5 %, maka dapat 
dinyatakan bahwa model layak untuk digunakan sebagai model regresi dalam 
penelitian karena variabel independen Ukuran, jenjang, kapabilitas inspektorat 
pemerintah daerah, tipe dan secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 
opini audit BPK terhadap LKPD. Demikian juga sebaliknya jika probability value 
lebih besar dari 5 % tidak layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis 
penelitian.  
       Dalam penelitian ini, variabel dependen yaitu Opini diukur dari opini 
audit BPK dengan nilai 1 untuk opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dan WTP 
Dengan Paragraf Penjelasan, 2 untuk opini audit Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), 3 untuk opini audit Tidak Wajar dan 4 untuk opini audit Tidak 
Menyatakan Pendapat (TMP).          
Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 
sebagai berikut: 
Y =   +   UKR +   JJG +   KPB +   TIPE+   Ln_ASET+    
Keterangan: 
Y  : Opini audit BPK 
α    : Konstanta 
             : Koefisien variabel independen 
β4 β5  : Variabel kontrol 
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UKR  : Ukuran inspektorat daerah 
JJG  : Jenjang inspektorat daerah 
KPB  : Kapabilitas inspektorat daerah 
TIPE  : Tipe pemerintah daerah kota atau kabupaten 
Ln_ASET : Aset pemerintah daerah 
    : Standar error 
a. Koefisien Determinasi (R2) 
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi 
pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel determinasi (Ghozali 2009). Nilai R
2
 yang kecil menunjukkan 
bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel 
dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu dapat diartikan bahwa variabel-
variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
variabel dependen. Dalam penelitian yang menggunakan data silang atau 
crossection secara umum koefisien determinasinya relatif rendah. Hal ini 
berlawanan dengan penelitian yang menggunakan data runtut waktu atau time 
series yang biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. 
 Model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi 
ditunjukkan oleh nilai R square (R
2
) dan untuk model regresi dengan 
menggunakan dua atau lebih variabel independen koefisien determinasi 
ditunjukkan oleh nilai adjusted R square (adj R
2
). Jadi penelitian ini 
menggunakan nilai adj R
2
. 
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b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas/ 
variabel independen  yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen.  
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa 
variabel independen lainnya konstan (Ghozali 2009). Kriteria pengujian adalah 
sebagai berikut: 
1. H0 diterima dan Ha ditolak yaitu apabila p value  < 0,05 atau bila nilai 
signifikansi lebih dari  0,05 berarti variabel independen secara individual 
tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
2. H0 ditolak dan Ha diterima yaitu apabila p value > 0,05 atau bila nilai 
signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05 berarti variabel independen 
secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 
H. Jadwal Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan 31 
Januari 2014. 
 
 
 
 
 
